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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN DIREKSI
PT JAMKRIDA SUMBAR

NOMOR : 001 /KEP-DIR/JSB/11-2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DIREKSI PT JAMKRIDA SUMBAR

Bahwa sesuai Pasal 10 huruf h Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik diatur bahwa
setiap badan publik diwajibkan untuk melakukan pengelolaan,
pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

. Bahwa sesuai Pasal 18 Keputusan Direksi Nomor 021/KEP-

DIR/ISB/XII-2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Informasi Publik diatur bahwa staf Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) menyusun usulan Daftar Informasi Publik
berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh
bagian dan ditetapkan dalam bentuk keputusan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Daftar Informasi
Publik;

. Terhadap Kepdir Nomor O007/KEP-DIR/JSB/II-2025 dilakukan

pemukhtakiran setiap 6 bulan sekali.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan;

. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
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e. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

f. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

g. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Pada Perseroan Terbatas;

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pendirian
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Pada Perseroan Terbatas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pertama : Menetapkan Daftar Informasi Publik PT Jamkrida Sumbar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Kedua . Bahwa pada saat keputusan direksi ini mulai berlaku, Keputusan Direksi
Nomor 007/KEP-DIR/JSB/1I-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Kedua : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan
Direksi ini akan ditetapkan kemudian;

Ketiga :  Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan
perbaikan jika terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Februari 2026

AMNKRIDA SUMBAR , 9
it T N

N .
NMATeRA BrEA]
IBNU FADHLI — : ;
Direktur Utama Direktur



DAFTAR INFORMASI PUBLIK

FEBRUARI 2026

PT JAMKRIDA SUMBAR

Nama Informasi

Bagian/Unit yang menguasai

Penanggungjawab Informasi

Waktu dan Tempat

Pembuatan Informasi

Bentuk Informasi
ya

A. Informasl yangn Waijib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

1

Informasl tentang Profil Perusahaan

Latar Belakang Pendirian Perusahaan

Visi dan Mis| Perusahaan

Pemegang Saham

Struktur Organisasi

Baglan SDM, Legal dan Perencanaan

nlajajolw

Alamat Lengkap

f

Profil Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Bagian SDM, Legal dan Perencanaan

Pada Saat ditetapkan / Padang

Hardcopy dan Softcopy | Sesual retensi arsip

2 |Informasl tentang Program dan Kegiatan Bagian PPID Baglan PPID Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensi arsip
3 |Informasl tentang Profil PPID
a Profil PPID
b Struktur PPID Baglan PPID Baglan PPID Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesual retentl arsip
¢ Visl dan Mis| PPID
d Maklumat Pelayanan
4 |Informasl tentang Produk dan/atau Layanan
a|Penjaminan Kredit
bi Renjerniren Kredit Heede Rakpat (0.R) Baglan Penjaminan Bagian Penjaminan pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy Sesuai retensi arsip|
c|Penjaminan Pengadaan Barang dan Jasa
d|Penjaminan Pembiayaan Syariah
5 |Anggaran
a|Laporan Keuangan Audited Baglan Keuangan Bagian Keuangan Setlap Tahun/Padang Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensl arsip
6 [Prosedur dan Cara Bertransaksi
a|Prosedur Penjaminan Perbankan
b|Prosedur Penjaminan Koperasi Baglan Penjaminan Bagian Penfaminan Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy Sesual retensi arsip
c|Prosedur Penjaminan Surrety Bond
7 |Tata Cara Pengaduan, Permintaan Informasi dan Pengajuan Keberatan
a|Pengaduan
S{Peiminkadn HiDTRY Bagian PPID dan Penanganan dan Pengaduan Konsumen Bagian PPID dan Penanganan dan Pengaduan Konsumen Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesual retensl arsip
c|Pengajuan Keberatan
d|Whistleblowing System
8 [Laporan Kinerja
a|Laporan Tahunan Bagian Perencanaan Baglan Perencanaan Setlap Tahun/Padang Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensi arsip
b|Laporan Good Corporate Governance (GCG) Baglan Perencanaan Bagian Perencanaan Setiap Tahun/Padang Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensl arsip
c|Laporan Tahunan Informasi Publik Bagian PPID Bagian PPID Setiap Tahun/Padang Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensi arsip
d|Laporan Keberlanjutan Baglan Perencanaan Baglan Perencanaan Setiap Tahun/Padang Hardcopy dan Softcopy |Sesual retens| arsip
9 |Data Statistik
a|Total Terjamin
b{Kredit <“._o Telah Dijamin Bagian Penjaminan Bagian Penjaminan Setiap Bulan/Padang Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensl arsip
c|Total Aset Baglan Keuangan Bagian Keuangan Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensi arsip
10 |prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
a|Prosedur Peringatan Dini Baglan PPID Bagian PPID Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai retensi arsip
b|Evakuasi Keadaan Darurat Baglan PPID dan IT Bagian PPID dan IT Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesual retensl arsip
11 |Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum Bagian Umum Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesual retensi arsip
12 |Informasi Ketenagakerjaan Bagian SDM Bagian SDM Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy Sesual retensl arsip




Waktu dan Tempat Bentuk Informasi Jangka Waktu
N Infi i
No ama Informasl Bagian/Unit yang menguasai Penanggungjawab Informasi Pembuatan Informasi yang Te dia Penyimpanan
13|Hasil Pemeringkatan dari Lembaga Pemeringkatan Kredit Bagian Penjaminan Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensi arsip)

Baglan Penjaminan

B. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

1 [Informasi Kebencanaan Baglan PPID Baglan PPID Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai retensi arsip
2 |Informasl Pengumuman Jadwal Operasional Layanan Baglan PPID Bagian PPID Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy [Sesual retensl arsip,
C. Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat
1 |standar Pelayanan
c¢|Standar Pengumuman
d|Standar Permintaan Informasi
e|Standar Pengajuan Keberatan
f|Standar Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Bagian PPID Baglan PPID Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensl arsip
g|Standar Pendokumentas| Informasi
h|Standar Maklumat Pelayanan
| |Standar Pengujlan Konsekuens|
2 |Daftar Informasi Publik Bagian PPID Bagian PPID Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai retensi arsip
3 |Rencana Strategls dan Rencana Kerja Bagian Perencanaan Baglan Perencanaan Setiap Tahun/Padang Hardcopy dan Softcopy | Sesual retensi arsip
4 |Peraturan Perusahaan
a|Organisasl Bagian SDM Bagian SDM Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai retensi arsip
b|Administrasi Bagian Umum dan Penjaminan Bagian Umum dan Penjaminan Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensl arsip
t|Kepegawaian Bagian SDM Bagian SDM Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy |Sesual retensl arsip
d|Keuangan Bagian Keuangan Bagian Keuangan Pada Saat ditetapkan / Padang | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai retensl arsip|

Direktur Utama




